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Abstract: This Study aims to analyze the concept of mahkum bih helps shape Islamic economic law in the
age of digital banking. The research uses a qualitative approach with a normative-conceptual method,
combining traditional studies on ushul figh with up-to-date research on digital finance. The main goal is to
see how the real actions of mukallaf (mahkum bih) are used to create laws that support the growth of
financial technology. The findings show that the concept of mahkum bih acts as a link between Islamic
teachings and the behaviors of people using digital services. This allows Islamic economic law to keep up
with new technology without changing its core moral and legal values. Because of this, mahkum bih helps
Islamic law stay relevant in the fast-changing digital economy while keeping Islamic values consistent.
Keywords: Mahkum bih, Ushul Figh, Islamic Ekonomic Law, Digital Banking, Legal Mehodolohy

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang berbisnis, terutama di bidang
perbankan dan keuangan. Perbankan digital, transaksi elektronik, serta inovasi keuangan yang
menggunakan teknologi memerlukan perubahan dalam hukum yang bisa menyesuaikan diri,
namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Wahab Fatkhul, 2025). Ushul Figh, sebagai
cara menentukan hukum dalam Islam, memiliki peran penting untuk menghubungkan perubahan
teknologi dengan aturan-aturan syariah yang tetap berlaku. Dalam situasi ini, penelitian tidak
hanya mencakup teknologi, tetapi juga fokus pada tindakan manusia sebagai hal yang diatur oleh
hukum (Ichsan et al., 2024).

Salah satu konsep penting dalam Ushul Figh yang bisa digunakan untuk menjawab
perubahan dalam dunia ekonomi modern adalah mahkum bih. Konsep ini mengambil tindakan
manusia sebagai titik awal untuk menganalisis hukum. Dengan begitu, hukum Islam tidak hanya
memperhatikan bentuk luar dari suatu praktik, tetapi juga isi dari tindakan yang dilakukan oleh
mukalaf (Muhammad, 2018). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan
kondisi zaman sekarang tanpa kehilangan sifat normatifnya. Karena alasan itu, mahkum bih
menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga kekonsistenan metode hukum Islam di tengah
perubahan yang terus terjadi (Zulbaedah, 2024).

Dalam ekonomi digital, ada banyak cara baru yang tidak pernah ada di masa lalu, seperti
perbankan mobile, dompet elektronik, dan sistem pembayaran digital. Masalah utama bagi hukum
Islam bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada bagaimana hukum itu menilai
tindakan yang dilakukan melalui teknologi. Ushul Figh dengan konsep mahkum bih menegaskan
bahwa perubahan media tidak akan mengubah jenis hukum suatu perbuatan, selama tujuan dan
isi perbuatan itu tetap bisa diketahui dengan jelas.

Pendekatan yang berfokus pada manusia juga sesuai dengan prinsip maqashid al-Syari’ah
yang menekankan manfaat dan mencegah kerugian. Dengan memperhatikan tindakan manusia
sebagai pusat analisis, hukum Islam dapat menilai apakah praktik ekonomi digital memberi
manfaat atau justru berisiko bagi masyarakat (Zulbaidah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa
fleksibilitas hukum Islam berasal dari cara kerjanya, bukan dari perubahan prinsip dasarnya
(Harefa, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini penting untuk meninjau kembali peran
mahkum bih sebagai alat bantu dalam memformulasikan hukum ekonomi syariah di masa digital
banking. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan posisi mahkum bih dalam Ushul Figh serta
menganalisis bagaimana kontribusinya bisa menjaga kesesuaian hukum ekonomi syariah di
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tengah perkembangan teknologi keuangan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat
teoretis bagi perluasan studi hukum Islam masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan
konseptual (Rohman et al., 2024). Data yang digunakan didapat dari studi literatur yang meliputi
karya-karya klasik Ushul Figh, buku hukum Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas
tentang ekonomi syariah dan perbankan digital. Untuk menganalisis data, digunakan metode
deskriptif-analitis, yaitu dengan mempelajari konsep mahkum bih secara terstruktur dan melihat
hubungannya dalam konteks praktik ekonomi digital. Pendekatan ini bertujuan untuk
menjelaskan bagaimana konsep tersebut berperan sebagai alat metode dalam membentuk hukum
ekonomi syariah di masa kini (Dedi Rachmad, Helma Widya, 2021). Analisis data kualitatif
diterapkan untuk menelusuri makna, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui
pendekatan deduktif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Novianti,
2025)

Hasil dan Pembahasan

Objek hukum atau 4 483340 (al-mahkumu bihi) ialah sesuatu yang dikehendaki oleh
Pembuat Hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia; atau dibiarkan oleh pembuat
hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah Ushul Figh, yang disebut 4; 4532l atau objek
hukum, yaitu sesuatu yang berlaku pada hukum syara’ (Syarifudin, 2008). Dalam ilmu Ushul
Figh, suatu perbuatan tidak bisa langsung dianggap sebagai objek hukum syar‘i tanpa memenuhi
syarat dan kriteria tertentu.

Ulama Ushul Figh menyatakan bahwa suatu perbuatan harus jelas, baik dalam bentuknya
maupun akibatnya, serta bisa dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (mukalaf)
(Syarifudin, 2008). Jika suatu perbuatan tidak jelas atau melebihi kemampuan manusia, maka
penetapan hukum atasnya bertentangan dengan prinsip dasar taklif dalam syariat (Zein, 2005).
Dalam konteks ekonomi syariah modern, termasuk perkembangan teknologi digital, perhatian
Ushul Figh yang utama adalah menentukan apakah suatu perbuatan itu jelas sebagai objek
hukum. Selain itu, perbuatan yang menjadi objek hukum juga tidak boleh bertentangan dengan
dalil yang jelas (qath‘i) dan tidak boleh menyebabkan kerugian nyata (Noviani et al., 2024).

Dalam kitab-kitab Ushul Figh klasik, konsep Mahktm Bih tidak hanya dipahami sebagai
tindakan fisik semata, tetapi mencakup seluruh tindakan manusia yang menjadi objek penilaian
hukum syariah. Ulama seperti al-Ghazali dan al-Amidi menegaskan bahwa Mahkitm Bih adalah
tindakan yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang bertanggung jawab hukum) dan memiliki
dampak hukum, bisa berupa perintah, larangan, kebolehan, atau keringanan. Dengan demikian,
Mahkiim Bih menunjukkan hubungan langsung antara ketentuan syariah dan tindakan nyata
manusia (Jamal, 2024).

Al-Syathibi menambahkan bahwa suatu tindakan baru bisa dianggap sebagai Mahkim Bih
jika terkait dengan tujuan syariah (maqasid al-syari‘ah). Artinya, hukum tidak hanya
memperhatikan bentuk tindakan, tetapi juga efek dan tujuan dari tindakan tersebut. Perspektif
ini sangat penting dalam konteks ekonomi modern, di mana bentuk tindakan bisa berubah seiring
perkembangan teknologi, namun tujuan dan dampaknya tetap menjadi pedoman utama dalam
menilai hukum .Dalam konteks ini, Mahkiim Bih berfungsi sebagai alat bantu dalam proses
pengambilan keputusan hukum, agar hukum Islam tidak hanya terjebak pada formalitas, tetapi
tetap berfokus pada esensi tindakan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Ushul Figh
memiliki kerangka pemikiran yang mampu membuat hukum Islam tetap relevan di tengah
perubahan zaman tanpa kehilangan sifat normatifnya (Masyhadi, 2024).

Syarat ini berfungsi untuk menjaga agar hukum tetap berada dalam batas-batas syariat
dan tidak melampaui kekuatan ijtihad. Prinsip ini menunjukkan bahwa Ushul Figh memiliki
mekanisme untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekaligus menjaga
konsistensi dalam prinsip-prinsip syar‘i (Putra, 2021). Dengan demikian, kriteria Mahkum Bih
menjadi alat penting untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan hukum Islam dalam
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beradaptasi dan kekuatan prinsip-prinsip syar‘i dalam menetapkan hukum ekonomi syariah.
Dasar Hukum: ) ]
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Terjemahan (KEMENAG, 2019):
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”(QS. Al-Bagarah:
286)
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“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibn
Majah) (Shonhaji, n.d.)

Ushul Figh menyatakan bahwa seseorang yang disebut Mahkum Bih harus memenuhi
beberapa syarat agar bisa dianggap sebagai objek hukum syar‘i (Witro Doli, Rasidin, 2021). Salah
satu syaratnya adalah bahwa perbuatan tersebut harus jelas (ma‘lum) dan bisa dilakukan oleh
mukalaf (orang yang berhak ditaklif). Jika suatu perbuatan tidak jelas atau tidak mungkin
dilakukan oleh manusia, maka penetapan hukum terhadapnya bertentangan dengan prinsip dasar
taklif. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat diterima secara metodologis dalam Ushul Figh.

Selain itu, Mahkum Bih juga harus tidak bertentangan dengan dalil qath‘i (dalil yang jelas)
dan tidak menimbulkan kemudaratan. Syarat ini berfungsi untuk membatasi ruang ijtihad agar
hukum yang ditetapkan tetap berada di dalam kerangka syariat. Dengan syarat-syarat tersebut,
Ushul Figh mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan ketaatan terhadap
prinsip-prinsip normatif dalam Islam (Julita, Asrumi, 2022).

Dalam proses menetapkan hukum, Mahkum Bih berperan sebagai pusat dari analisis
hukum. Menurut Ushul Figh, sebelum mujtahid menarik kesimpulan hukum dari dalil syariah
(Julita, Asrumi, 2022), dia harus memahami dengan jelas sifat tindakan yang akan dikenai hukum.
Dengan demikian, Mahkum Bih bertindak sebagai jembatan metode antara teks syariah dan
tindakan nyata yang dilakukan oleh orang yang wajib mematuhi hukum (Rezki et al., 2025).

Peran Mahkum Bih ini semakin penting dalam konteks ekonomi syariah modern, karena
bentuk tindakan manusia terus berubah karena kemajuan teknologi. Meskipun demikian, Ushul
Figh tetap menempatkan Mahkum Bih sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum (Abidin
Umma, 2023), sehingga hukum yang dihasilkan tidak bergantung pada perubahan teknologi,
tetapi pada esensi tindakan itu sendiri. Dasar Hukum:
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Terjemahan (KEMENAG, 2019):
Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri
wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, jika
kamu tidak mengetahui (QS. An-Nahl:43).

:-L.-,\;u\]\ Q‘)j sk
"Para ulama adalah pewaris para nabi." (HR. Abu Dawud)

Perkembangan teknologi telah mengubah cara dan mekanisme dalam berbagai kegiatan
ekonomi, namun Ushul Figh melihat perubahan ini sebagai perubahan pada cara pelaksanaannya,
bukan pada esensi perbuatan itu sendiri (Putri Muthia, 2025). Perbuatan yang dinilai dalam
hukum (Mahkum Bih) tetap dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang yang
bertanggung jawab (mukalaf), meskipun dilakukan melalui media digital. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa Ushul Figh memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan
tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya (Bashori, 2025).

Dalam praktik ekonomi digital, Mahkim Bih dapat dibagi menjadi beberapa jenis
perbuatan yang memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama adalah Mahkim Bih dalam
transaksi digital, seperti menggunakan mobile banking, internet banking, atau sistem pembayaran
elektronik. Perbuatan ini sebenarnya sama dengan transaksi biasa, hanya saja dilakukan dengan
bantuan media digital (Nurlaela, n.d.).

Copyright © 20xx, Gerechtikeit : Jurnal Riset Perdaban Hukum
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Kedua adalah Mahkim Bih dalam akad elektronik (e-contract). Di sini, ijab dan gabul tidak
dilakukan dengan ucapan lisan atau tulisan fisik, tetapi melalui klik, persetujuan digital, atau
tanda tangan elektronik. Menurut Ushul Figh, selama niat dan kerelaan kedua belah pihak jelas,
bentuk digital tidak memengaruhi keabsahan akad. Maka, Mahkiim Bih tetap terletak pada
tindakan menyetujui akad, bukan pada cara penyampaian persetujuan tersebut (Abdul, 2025) .
Sebagaimana dalam Hadits Bukhari Muslim dan diperkuat Qs An-Nisa ayat 29 menjelaskan media
baru untuk menyatakan persetujuan dari dua pihak selama keduanya mengetahui dan rela
melaksanakan akad tersebut:
5 Al Ll il 2 40 (5 08 06 Wile 81 an)y 52 ol 0

“Penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) selama mereka belum berpisah”. (HR. Bukhari dan
Muslim)

Lein 5 2 S ) {28001 508 5% ] (ml 5 (e 8005 038 01 9 et 280 5405 5RE 15l Gl 26
Terjemahan (KEMENAG, 2019)
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang
batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS
An-Nisa:4:29).

Yang ketiga adalah Mahkim Bih dalam sistem otomatis, seperti auto-debit atau layanan
keuangan berbasis algoritma. Di sini, tindakan manusia terletak pada pemberian izin awal
terhadap sistem. Meskipun transaksi berjalan otomatis, tanggung jawab hukum tetap ada pada
orang yang memberikan izin awal. Ini menunjukkan bahwa Ushul Figh masih bisa
mengidentifikasi Mahkim Bih meskipun dalam sistem yang kompleks. Klasifikasi ini
membuktikan bahwa Mahkim Bih dalam ekonomi digital bersifat dinamis namun tetap bisa
dianalisis secara rapi menggunakan pendekatan Ushul Figh. Oleh karena itu, hukum Islam tetap
relevan dalam menghadapi perkembangan digital (Rahmi et al., 2025). Sebagaimana dalam hadits
Bukhari Muslim dan diperkuat dengan QS Al Baqarah ayat 286 tentang tanggung jawab hukum
tetap melekat pada pelaku awal, yaitu orang memberikan izin terhadap sistem sebagai berikut:

3 (s a JR1 5 il Jae Y )

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang memperoleh

sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR Bukhari dan Muslim)
s WS 150 Tl (o255 357 BlaAT 51 Tl () B335 Y 5% i) s Lglle 5 i o gl ey W) i 20l a3 Y
G I o 1 e 1550ale Llsa i ian )5 T a5 e a5 % W38 ¥ L st 5 57 I8 G G e
Terjemahan (KEMENAG, 2019)
Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu
(pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas
(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum
kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.
Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka,
tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (QS Al-Baqarah:2:286)

Dengan menempatkan Mahkum Bih sebagai fokus pembahasan, Ushul Figh dapat
merespons berbagai dinamika dalam dunia ekonomi modern secara sistematis (Syauqi et al.,
2025). Digitalisasi tidak dianggap sebagai ancaman terhadap hukum Islam, melainkan sebagai
kondisi baru yang membutuhkan pemahaman ulang terhadap bentuk-bentuk perbuatan. Hal ini
menunjukkan bahwa Ushul Figh bersifat fleksibel dan tetap relevan di berbagai masa (Kurniawan
Rhohis, 2025).

Mahkum Bih tidak hanya bertindak sebagai objek dalam hukum, tetapi juga berfungsi
sebagai alat bantu dalam mempertahankan konsistensi dalam menetapkan hukum syariah
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(Ipando et al., 2025). Dengan memulai analisis dari perbuatan manusia, Ushul Figh memastikan
bahwa hukum tetap relevan dengan kehidupan sosial manusia. Pendekatan ini menjadikan
hukum Islam tetap bisa diterapkan sambil tetap mempertahankan nilai-nilainya(Dwi Prima,
2021).

Dalam konteks dunia ekonomi digital, Mahkum Bih membantu Ushul Figh menjawab
perubahan zaman secara tepat. Fungsi ini memungkinkan hukum beradaptasi tanpa harus
mengubah struktur dasar syariat (Jauharul, 2025). Dengan demikian, Mahkum Bih menjadi bagian
penting dalam menjaga hukum ekonomi syariah tetap relevan di tengah perubahan sosial dan
teknologi yang terus berkembang (Umam Syaiful at al, 2025).

Meskipun Mahkum Bih memberikan pendekatan yang fleksibel, penerapannya dalam
dunia ekonomi digital masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah besar adalah
ketidakjelasan tindakan dalam dunia digital, di mana orang sering kali tidak tahu akibat hukum
dari apa yang mereka lakukan. Hal ini bisa menyulitkan proses menentukan siapa yang harus
bertanggung jawab secara hukum (Fhadilah, 2025).

Di samping itu, penggunaan sistem otomatis dan teknologi kecerdasan buatan
menimbulkan pertanyaan tentang peran manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ushul
Figh menyatakan bahwa tanggung jawab hukum tetap ada di tangan manusia, bukan sistem. Oleh
karena itu, harus hati-hati dalam membuat produk digital agar tidak menghilangkan peran
manusia sebagai pelaku tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Permasalahan ini
menunjukkan bahwa meskipun Mahkim Bih bisa menghubungkan hukum Islam dengan dunia
digital, tetap diperlukan pengembangan metode dan pengawasan syariah yang terus-menerus
agar hukum yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Bashori, 2025).

Secara teori, memperkuat konsep Mahkim Bih dalam ekonomi digital membuktikan
bahwa Ushul Figh bisa menjadi metode hukum yang bisa beradaptasi. Mahkum Bih bukan hanya
sebagai benda yang diperlakukan dalam hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menganalisis,
sehingga hukum Islam bisa menjawab perubahan di masyarakat secara teratur dan sistematis.
Secara nyata, penelitian ini memberikan dampak bagi para pengatur, praktisi perbankan syariah,
dan Dewan Pengawas Syariah dalam membuat produk keuangan digital. Dengan memahami
Mahkiim Bih secara menyeluruh, kebijakan dan inovasi keuangan bisa dibuat tanpa melanggar
prinsip-prinsip syariah (Umam Syaiful at al, 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahkum bih memainkan peran penting dalam menjaga
konsistensi hukum ekonomi syariah di tengah perkembangan teknologi dan sistem perbankan
digital. Dengan mengambil tindakan manusia sebagai pusat dari analisis hukum, ushul figh dapat
merespons berbagai perubahan tanpa perlu mengubah struktur fundamental syariat. Mahkum
bih tidak hanya berperan sebagai benda yang dikenai hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat
dalam metode hukum yang menghubungkan teks-teks normatif dengan realita sosial yang terus
berkembang. Karena alasan tersebut, memperkuat pembahasan mengenai mahkum bih sangat
penting dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah agar tetap bisa beradaptasi, konsisten,
dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
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